 (
Info DPOD
)	
DPOD dibentuk dlm rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Psl 396 UU 23/2014 tentang Pemda). Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah yang selanjutnya disingkat DPOD adalah dewan yang memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai rancangan kebijakan otonomi daerah (Perpres 91/2015 tentang DPOD). Keanggotaan DPOD terdiri dari Wapres selaku Ketua, Mendagri selaku Sekretaris, Menkeu selaku Wakil Sekretaris dan para Menteri (Menhan, Menkumham, Mendes, PDT dan Transmigrasi, MenPPN/Kepala Bappenas, MenPAN dan RB, Mensesneg, Seskab), serta para Ketua (APPSI, APKASI dan APEKSI) selaku anggota (Keppres 1/2016 tentang Keanggotaan DPOD). DPOD bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai rancangan kebijakan yang meliputi:                          a. Penataan daerah; b. Dana dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus; c. Dana perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; dan; d. Penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan/atau perselisihan antara Daerah dengan kementerian/lembaga pemerintah non Kementerian (Psl 396 UU 23/2014 tentang Pemda). Dlm melaksanakan tugas dan fungsinya, DPOD bertanggungjawab kepada Presiden (Psl 5 ayat (1) Perpres 91/2015 tentang DPOD). Dlm mendukung kelancaran tugas dan fungsinya, DPOD dibantu oleh Sekretariat DPOD yang dipimpin oleh Sekretaris. Tugas Sekretariat DPOD melekat pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kemendagri, khususnya pada Subdit Fas.DPOD Dit. Penataan Daerah, Otsus dan DPOD (Psl 467 Permendagri 43/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendagri).
